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PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK ROKOK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM
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PRGOVINSI BEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :  bahwa untuk eiaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1)
huruf ¢ Undang-U 1da11g Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 70

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Benskuly
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Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi
Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasu
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ajak Rokok Antara Pemerintah Daerah Dala:
Tak 0

Bengkulu
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Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
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Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a
Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

ot

g g
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Perundan,q—Unda an Lembaran Negara Renubhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015

bahan Kedua Atas Undang-Undan

H
3 00

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
Q

tentang berlakunya Undang-Undang Nomor O

Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di
Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
vty MTata TR Do haseta e A PDasrrarnfanta—
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Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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eraturan Menteri Dalam Neg
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Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

LIRS

Keuangan Daerah (Berlta Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036)sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
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10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi

engkulu

Beﬂﬁ1’11111 T armharan Naarah Pr

ngkulu (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011

4,

tentang r’djdk Daerah Provinsi Bengkulu{(Lembaran

PERATURAN  GURERNUR TENTANG PENETAPAN
PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
ROKOK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1 1 oY e

Daerah adalah Provinsi bengﬁmu

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
Kabupaten/Kota dalam Lingkup Provinsi Bengkulu.

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Provinsi Bengkulu

6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Bengkulu.
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7. Pajak Rokok adalah pungutar
yvang dipungut cleh Pemerintah.

8. Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan
Penerimaan Pajak Rokok setelah dikurangi Insentif
Pemungutan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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BAB II
Persentase Bagi Hasil

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil Pajak Rokok antara Pemerintah

Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

ditetapkan sebagai berikut:

a. 30 % (Tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah
Provinsi; dan

b. 70 % (Tuwiuh »pul

[

pulu
Daerah Kabupaten/Kota.

h persen) untul

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PKB sebanyak 70 % (Tujuh
puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota

dencgan ketentuian Qn]’\ach herikut:

dengan ke berik

a.30 % (tiga puluh persen) dibagi rata per
Kabupaten/Kota;da,,n

b.7G % (tujuh puluh persenj dibagi berdasarkan
potensi jumlah Penduduk Kabupaten/Kota.
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Pasal 4

Perhitungan penerimaan bagi hasil Pajak Rokok
sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayar
setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi
penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke
Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah

r‘];ln“nﬁovln-s ingentif nemitnoritan nainls
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{2) Apabila hasil penerimaan Pajak Rokok pada Tahun
Anggaran  berjalan melampaui target yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Aqoograq yang herqqncknfc\n maka

bagian Kabupaten/Kota akan dlperhltungkan pada
Tahun Anggaran berikutnya.

Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk
Kabupaten /Kota dilaksanakan o]eh Badan

—
82

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak
kr\17

1
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Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila
terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan

alr vrano
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berikutnya.
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Peraturan Gubernur ini mulai berl:
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

VT
Gubemur

Daerah  Provinsi

D s b7 vy 2
Iciliatuiaiil

dalam Berita

pengundangan
penempatannya
Bengkulu.

H. ROHIDI

Diundangkan di Bengkulu
"N onl 22 Anril O2NON
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HAMKA SABRI,
BERITA DAERAH PRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Dﬁﬁ

L ASASI MANUSIA,

nol-an

i AJan l\U}‘xUA _ycuxg L‘J}.all dlbibihitullénail

sebelumnya maka diperhitungkan pada

2

oda triunila
pada triwuian

triwulan

memerintahkan
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MERSYAH

VINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 7
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Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu

Nomor
Tanggal

7 Tahun 2020
23 April

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2020

2020

| .
[ . B . HSebevsar 30% Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Jumlah Penduduk Jumlab Pernbe:‘glan
No KABUPATEN/KOTA dibagi rata per Kabupaten /Kota Masing-masing
Kabupaten /Kota ) Kabupaten/Kota
1 2 3 <} 5 6 7=4+06
1 |BENGKULU SELATAN 30% : 10 3% 168.936 Org: 2.001.578 Org X 70% = 5,91% 8,91%
2 |[BENGKULU UTARA 30% : 10| 3% 285.652 Org: 2.001.578 Org X 70% = 10,00% 13,00%
3 |REJANG LEBONG 30% : 10 3% 279.436 Org: 2.001.578 Org X 70% = 9,77% 12,77%
4 [KOTA BENGKULU 30% : 10 3% 369.539 Org: 2.001.578 Org X 70% = 12,92% 15,92%
S |KAUR 30% : 10| 3% 130.266 Org: 2.001.578 Org X 70% = 4,56% 7,56%
| 6 |SELUMA 30% : 10 3% 212,367 Org: 2.001.578 Org X 70% = 7,43% 10,43%
7 [MUKO-MUKO 30% : 10 3% 182.338 Org: 2.001.578 Org X 70% = 6,38% 9,38%
8 |LEBONG 30% : 10 3% 107.119 Org: 2.001.578 Org X 70% = 3,75% 6,75%
9 |KEFAHIANG 30% : 10 3% 151.682 Org: 2.001.578 Org X 70% = 5,30% 8,30%
| 10| BENGKULU TENGAH 30% : 10 3% 114.043 Org: 2.001.578 Org X 70% = 3,99% 6,99%
L JUMLAH 30%| 2.001.578 Org 70,00% 100.00%

Salinan sesuai dengan aslinya
___KEPALA BIRO HUKUM

“ \DAN HAK ASASI MANUSIA,

\ 5
:

|l
SUPRAN, S.

Auln

Pembing/Ut

2 Muda

NIP. 1968122199303 1 002

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH
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